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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut 

Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satu 

bentuk pembangunan itu adalah pembangunan prasarana untuk kepentingan 

umum. Diantaranya pembangunan Kantor Pemerintah, jalan umum, tempat 

pembuangan sampah dan lain sebagainya. 

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan  

kesejahteraan secara adil dan merata dan meningkatkan pelayanan masyarakat 

serta ikut meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu hasil pembangunan 

harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak 

lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Hal itu dapat berupa sumbangan tenaga, 

fikiran maupun penyerahan sebagian haknya kepada Negara untuk keperluan 

pembangunan.  

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah 

untuk tempat kegiatan proyek yang akan dibangun.
1
 Tanah merupakan Sumber 

Daya Alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia 
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dengan tanah bukan hanya terbatas sebagai tempat hidup tetapi lebih dari itu tanah 

memberikan Sumber Daya untuk kelangsungan hidup manusia. 

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan kekayaan nasional. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada 

masa sekarang maupun akan datang. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 

ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 ; 

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Hal ini dengan jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat 

mendasar yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat 

mendatangkan kesejahteraan yang sebesar besarnya bagi seluruh rakyat indonesia.  

Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat paling 

dasar. Disamping memiliki nilai ekonomis tanah juga memiliki fungsi sosial yang 

tidak bisa dikesampingkan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Tanah yang 

dimiliki seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak atas tanah, tetapi juga 

bagi bangsa indonesia secara keseluruhan.
2
 Oleh karena itu, kepentingan pribadi 

dikorbankan demi kepentingan umum. Hal tersebut berarti bahwa pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi 

sosial hak atas tanah. 

Secara  filosofis,  tanah  sejak awalnya  tidak  diberikan  kepada  

perorangan.  Jadi  tidak  benar  seorang  yang  menjual  tanah  berarti  menjual  
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apa  yang  menjadi  miliknya,  yang  benar  adalah  dia  hanya  menjual, 

memelihara  dan  menjaga  tanah  selama  itu  dikuasainya.
3
 Hal tersebut adalah 

benar  apabila dikaji lebih dalam bahwa Hak Atas Tanah tidaklah mutlak. Namun, 

negara harus menjamin dan menghormati hak hak yang diberikan atas tanah 

kepada warga negaranya yang dijamin oleh Undang Undang.  

Dilihat dari kebutuhan  pemerintah  akan  tanah  untuk  keperluan  

pembangunan,  dapatlah  dimengerti  bahwa  tanah  Negara  tersedia  sangatlah  

terbatas. Namun pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tanah 

yang diperlukan untuk pembangunan antara lain dari tanah negara yang tidak 

dikuasai oleh rakyat ataupun dengan menyediakan bank tanah bagi kepentingan 

pembangunan. Namun fakta menunjukkan, pemerintah tidak mampu memenuhi 

penyediaan tanah  untuk semua kebutuhan pembangunan sehingga banyak  proyek 

pembangunan yang dilakukan harus mengambil tanah rakyat.
4
 Salah satu cara 

yang ditempuh Pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah yaitunya 

dengan  membebaskan  tanah  milik  masyarakat,  baik  yang  telah  di  kuasai  

dengan  hak  berdasarkan  hukum  adat  maupun  hak-hak  lainnya  menurut  

Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  

Agraria. 

Pengadaan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari 

pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan. 

Oleh karena itu, perlu  diadakan  penelitian  terlebih  dahulu  terhadap  segala  

keterangan  dan  data-data  yang  diajukan  dalam  mengadakan  taksiran  
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pemberian  ganti  rugi. Setelah terjadi kesepakatanmaka dilaksanakan pelepasan 

atau penyerahan hak oleh pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pengaturan  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan  

umum  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang  Pengadaan  

Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum.  Undang-undang  ini  

dilaksanakan  dengan    Peraturan  Presiden  Nomor 30 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun  2012  tentang  

Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  

Umum.   

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan secara cepat dan transparan 

dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak hak yang sah 

atas tanah. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditempuh 

dengan jalan musyawarah dengan Pemegang Hak Atas Tanah. 

Apabila musyawarah dalam pengadaan tanah tidak menemukan jalan 

keluar antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah namun pembangunan 

harus tetap dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan umum maka 

pemerintah bisa menggunakan instrumen hukum dengan menempuh jalan 

pencabutan Hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda benda yang ada 

diatasnya. 

Dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum tidak menutup kemungkinan munculnya sengketa baik antara 

pihak sesama masyarakat mengenai status kepemilikan tanah, luas tanah dan lain 
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sebagainya maupun antara masyarakat dengan pihak pelaksana pengadaan tanah.  

Menurut Bernhard Limbong, Sebuah konflik atau sengketa berkembang menjadi 

perkara terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan  rasa tidak 

puas atau keprihatinannya, dengan melakukan pengaduan atau gugatan melalui 

badan peradilan umum baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum 

kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.
5
 Menurut Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 

Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, 

masalah pengadaan tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau 

nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan 

tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan 

tanah dan ganti rugi. 

 Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah pada 

pengadaan tanah terutama pemberian ganti rugi yang tidak layak. Selain itu, 

dalam pelaksanaan di lapangan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan 

HAM bagi pemilik tanah.
6
 

 Perlindungan hukum bagi korban kasus pertanahan akibat 

penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara civil liability 

(pertanggungjawaban perdata), kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut agar 

yang menja di haknya dapat dibayar kembali. Disamping itu juga dapat dilakukan 

perlindungan hukum secara criminal liability (pertanggungjawaban pidana). 
7
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 Permasalahan atau konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui 

Pengadilan umum ( Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara / 

TUN), juga dapat diselesaikan diluar pengadilan yang lebih dikenal dengan 

sebutan Alternative Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution ( 

ADR ) serta penyelesaian sengketa Tanah menurut Hukum Adat. 

Untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan dilakukan 

dengan tujuan melengkapi sarana dan prasarana Pemerintahan Kota Payakumbuh. 

Kecamatan Payakumbuh Selatan merupakan Kecamatan yang baru dihasilkan dari 

pemekaran Kota Payakumbuh pada Tahun 2008 dan belum memiliki kantor 

sendiri.  

Pembangunan dimulai dengan adanya  perencanaan pengadaan tanah oleh 

Pemerintah Kota Payakumbuh sejak Tahun 2009. Pemerintah Kota Payakumbuh 

sebagai pihak yang berwenang melakukan pengadan tanah, telah membentuk tim 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Kecamatan Payakumbuh  

Selatan dengan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 140-01/1004/WK-PYK/2009 

pada tanggal 31 Agustus 2009. Pada tanggal 28 Desember 2009 telah dilakukan 

pelepasan hak atas tanah oleh beberapa pemegang hak atas tanah kepada 

Pemerintah Kota Payakumbuh. 

Pada pertengahan tahun 2010 muncul sengketa dengan adanya gugatan 

dari pihak lain di luar proses pengadaan tanah. Gugatan diajukan pada tanggal 27 

Juli 2010 yang ditujukan pada pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah 

Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh dan juga Badan Pertanahn 

Nasional sebagai turut tergugat. Melalui gugatan tersebut penggugat menuntut 
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tanah yang dijadikan tempat pendirian Kantor Camat Payakumbuh Selatan. Dalam 

hal ini maka Pemerintah Kota Payakumbuh berhak melakukan tindakan hukum 

privat demi untuk mempertahankan kepentingan umum. 

Sengketa selesai pada tanggal 16 Mei 2014 dengan keluarnya Putusan dari 

Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 2631 K/Pdt/2012 yang menolak 

permohonan kasasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan pihak yang 

menyerahkan tanah kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam hal ini putusan 

dimenangkan oleh penggugat. 

 Sebagai realisasi dari putusan Mahkamah Agung seharusnya Kantor 

Camat Kecamatan Payakumbuh Selatan dieksekusi. Namun realita yang terjadi 

eksekusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pengakuan salah satu 

keluarga penggugat yang memenangkan kasus di Mahkamah agung yaitu Ritawati 

kepada Padang Ekspres tanggal 22 Januari 2015 telah membatalkan permohonan 

eksekusi Kantor Camat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh karena pihak keluarga 

telah menghibahkan tanah tersebut dan tidak akan mempersoalkannya lagi .
8
 

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa pihak yang kalah dalam  perkara 

Pengadaan Kantor Camat Payakumbuh Selatan adalah Pemerintah Kota 

Payakumbuh dan pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah Kota 

Payakumbuh tempat berdirinya kantor camat. Namun tidak dapat dipastikan 

apakah kesalahan memang pada prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota sebagai pihak pelaksana pengadaan tanah atau pada hubungan 

antarasesama pihak masyarakat mengenai status dan kepemilikan tanah yang 
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menjadi objek Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh 

Selatan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan ketentuan yang ada , maka 

penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul 

“PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK 

PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN KOTA 

PAYAKUMBUH”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor 

Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh ? 

2. Mengapa terjadi sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh 

? 

3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh 

? 

C. Tujuan Penilitian  

Tujuan penelitian ini dibatasi untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk pembangunan 

Kantor Camat Payakumbuh Selatan. 
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2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa dalam pengadaan 

tanah dalam pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Sealatan. 

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam sengketa 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh 

Selatan. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang Ilmu Hukum 

pada umumnya dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam pada 

khususnya. 

b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara 

alamiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis. 

c. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima 

selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis 

peroleh di lapangan. 

2. Manfaat praktis : 

a. Untuk dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan 

mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pendirian Kantor 

Camat Payakumbuh Selatan. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

praktisi di bidangnya agar diterapkan sesuai dengan kebutuhan. 
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E.    Metode Penelitian  

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, untuk mencapai tingkatan ketelitian, jumlah dan jenis data yang 

dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang 

berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang 

runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.  

Guna memperoleh data yang kongkret, maka penelitian ini menggunakan 

langkah langkah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu 

pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji 

bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan
9

. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara studi kasus ( case study ) penyelesaian sengketa 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan. 

Menurut S. Nasution, case study adalah bentuk penelitian yang mendalam 

tentang suatu aspek sosial termasuk manusia didalamnya. Dengan perkataan 

lain, pendekatan yuridis empiris akan melihat bagaimana penerapan hukum 

dalam permasalahan yang akan diteliti. 

2. Sifat Penelitian  
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Penelitian ini merupakan penelitian empiris ( sosio - legal research ) 

yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau 

melukiskan secara faktual objek penelitian secara sistematis yang kemudian 

dianalisis mengenai analisis yuridis kualitatif.
10

 

3. Sumber-sumber data  

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data 

yaitu : 

a. Sumber data dari penelitian kepustakaan yang bersuber dari : 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas  

2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas  

3) Buku buku milik penulis 

b.  Sumber data dari penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi yang 

bertempat di Kota Payakumbuh yang bersumber dari : 

1) Pemerintah Kota Payakumbuh : 

a) Kasubag Hukum dan Perundang Undangan Pemerintah Kota 

Payakumbuh  

b) Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Kota 

Payakumbuh  

c) Panitia Pengadan Tanah untuk Pembangunan Kantor Camat 

Payakumbuh Selatan Tahun 2009  

d) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan. 
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2) Kuasa Hukum Pemerintahan Kota Payakumbuh dalam penyelesaian 

sengketa. 

3) Kuasa hukum masyarakat ( Penggugat) 

4. Jenis Data  

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan.
11

 Data ini diperoleh melalui wawancara maupun dokumen 

yang didapat di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak pihak 

yang terlibat langsung dalam permasalahan penyelesaian sengketa 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh 

Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data - data pendukung dari data primer, berupa 

bahan bahan hukum. Data data sekunder terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer   

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya 

bersifatmengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau 

dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang. 

secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan 

yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang 
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undang dan peraturan peraturan yang ada. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer: 

a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah  Bagi Pembanguanan Untuk Kepentingan Umum. 

c) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. 

d) Peraturan Presiden Nomor  65 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 

e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 

Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan bahan yang memberikan 

penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan keterangan 

mengenai peraturan perundang undangan, berbentuk buku buku 

yang ditulis para sarjana, literatur literatur, hasil penelitian yang 

telah dipublikasikan, jurnal jurnal hukum dan lain lain. 
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3) Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum Tersier merupakan bahan bahan yang menunjang 

pemahaman akan bahan bahan hukum primer dan sekunder. 

Misalnya : Kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanyajawab terhadap kedua belah 

pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada 

tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi
12

, wawancara dilakukan 

dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Wawancara dilakukan pada penelitian ini adalah 

melalui wawancara semi terstruktur (semi structured interview) 

dengan menggunakan pedoman wawancara (interview’s guidance) 

untuk menggali sebanyak banyaknya informasi yang diperoleh dari 

para responden.Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 

pihak pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pengadaan 

tanah untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan. 

Pihak yang dimaksud yaitu Pemerintah Kota Payakumbuh yang 
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diwakili oleh Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah 

Kota Payakumbuh, Kepala Kecamatan Payakumbuh Selatan, 

masyarakat khususnya Pihak Penggugat yang diwakili oleh Kuasa 

Hukum penggugat dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah 

untuk pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan, Panitia 

Pengadaan Tanah rencana pembangunan Kantor Camat 

Payakumbuh Selatan, Kuasa Hukum Pemerintahan Kota dalam 

menyelesaikan sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan 

Kantor Camat Payakumbuh Selatan. 

b. Studi Dokumen  

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan 

bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi 

dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep- konsep pokok yang 

terdapat dalam perumusan masalah.  

6. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data  

Data yang telah diperoleh akan diedit terlebih dahulu 

sehingga data tersebut berhubungan dengan data yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu editing, data yang 

diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data 
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tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

kenyataan.  

b. Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat/ diperoleh selama 

penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang 

ada. Uraian kegiatan pengolahan dan analisis data penelitian ini 

meliputi:
13

 

1) Reduksi Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dituangkan 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Hasil 

penelitian yang berupa laporan ini akan direduksi, dirangkum, 

diambil hal hal pokoknya, difokuskan pada hal hal penting 

kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data ini dilakukan 

terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Hasil hasil 

wawancara tidak disajikan secara mentah, melainkan 

dirangkum dan diedit sehingga dapat disajikan dalam uraian 

kalimat-kalimat yang sistematis namun tidak mengurangi ciri 

ilmiah. 

2) Penyajian (display) data. 

 Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi 

peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian 
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bagian tertentu dari peneliti. Dengan kata lain pengelompokan 

data ke dalam bentuk tertentu sehingga lebih terstruktur sebagai 

data yang utuh. 

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung. Dengan arti kata, setiap kesimpulan senantiasa 

terus dilakukan selama penelitian berlangsung yang melibatkan 

interprestasi penelitian. 

F.   Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini 

akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal hal yang akan 

diuraikan lebih lanjut. Penulisan ini terdiri dari beberapa Bab dan masing 

masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini memaparkan mengenai latar belakang 

permasalahan,perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tinjauantentang Pengadaan 

Tanah, yang dibagi dalam sub bagian pengertian 

pengadaan tanah, jenis jenis pengadaan tanah, 
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perkembangan pengaturan pengadaan tanah pasca 

berlakunya Undang Undang Pokok Agraria, tTinjauan 

tentang Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah, 

Tinjauan tentang ganti kerugian dalam pengadaan tanah, 

yang dibagi dalam sub bagian pengertian ganti kerugian, 

penentuan besar ganti kerugian, bentuk dan besar ganti 

kerugian,pembayaran ganti kerugian, Tinjauan tentang 

sengketa dan penyelesaian sengketa dalam pengadaan 

tanah, yang dibagi dalam sub bagian sengketa pengadaan 

tanah, penyelesaian sengketa pengadaan tanah. 

BAB III PEMBAHASAN  

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, yang mana pada bab ini diuraikan mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Payakumbuh,  

proses pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota 

Payakumbuh untuk pembangunan Kantor Camat 

Payakumbuh Selatan, penyebab terjadinya sengketa dalam 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat 

Payakumbuh Selatan, proses penyelesaian sengketa dalam 

pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Camat 

Payakumbuh Selatan.  

BAB IV : PENUTUP 
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Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. 

 

 

 


